BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Undang-undang Dasar Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) amandemen
keempat menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum. Hal
ini jelas menegaskan bahwasanya segala sesuatu yang ada di masyarakat,
negara, dan pemerintahan haruslah didasari oleh hukum yang berlaku di
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Notaﬁ% lah pejabat umum yang bertugas memb

Indonesia.

akta, yang mana

akta yang « |[erb|tkan Q ‘::‘ﬂ alat buktl yang sempurna,
: ~ .

tet minCképa hukum, dan Notaris

terkuat, dan terpen ‘ min kepas ukum, i

haruslah melaksana hat engan 'kewenangannya

sebagai pejabat umum yangh8lah ¢ Undang-undang.

Berdasark jang-una o ahun 2004 sebagaimana
dirubah de tentang Jabatan
Notaris, ya g imaksud dengan
Notaris adal h embuat akta otentik

. o e -
dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.
Dapat disimpulkan bahwa, Notaris merupakan pejabat yang diberi mandat
oleh pemerintah untuk membuat akta otentik khususnya di bidang hukum

perdata.



Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN
yang menyatakan:

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan,
perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-
undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk
dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan
akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta,
semuan 7 ga=ditugaskan atau
dikecual ;,lfébada pejabat lain atau oréng lain-yang |ditetapkan oleh

Undang Indang.

2. Selain Kewenang at (1), Notaris

berwenang pula:

a. Mengesahkan tanda ' gan netapkan kepastian tanggal surat di
_ ]

b. aftar dalam buku

C. Fsalinan yang memuat

uraian sebagaimana @is dfan\ digambarkan dalam surat yang
bersangkutan;
d. Melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat aslinya;
e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
f.  Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

g. Membuat akta risalah lelang.



3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan.

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan
terhormat yang diberikan oleh negara secara atributif melalui Undang-undang
kepada seseorang yang dipercayainya. Sebagai pejabat umum, berdasarkan

Pasal 2 UUJN, Notaris diangkat oleh menteri. Dengan diangkatnya seorang

pa dipengaruhi

badan ek ak netral dan

kan merupakan

Di indonesia, profesi Not masukpada permulaan abad 17,

(S
jendralnya yang bernama Jan Pleter Zoon Coen. la mengangkat Melchior
Kerchem sebagai Notaris pertama di Jakarta (Batavia) pada tanggal 27
Agustus 1620. Melchior Kerchen bertugas melayani semua surat, surat wasiat

di bawah tangan (codicil), persiapan penerangan, akta kontrak perdagangan,

! Hartanti Sulihandari, Nisya Rifiani, Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris, Jakarta
Timur, Dunia Cerdas, 2013, him. 6



perjanjian kawin, surat wasiat (testament), dan akta-akta lainnya dan
ketentuan-ketentuan yang perlu dari kota praja dan sebagainya.?

Pada tahun 1860 pemerintah Hindia Belanda melakukan penyesuaian
peraturan mengenai Jabatan Notaris di Indonesia dengan peraturan yang
berlaku di negeri Belanda. Maka diundangkan peraturan jabatan Notaris
(Notaris Reglement) Staatblad 1860 Nomor 3 yang diundangkan tanggal 26

Januari 1860 dan mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Juli 1860.

sesuai dengan
perkembangan A esia. ini  ditandai dengan
berhasilnyal peme e reformasi mengundangkar | Nomor 30 Tahun
2004 ini meSURRIRCROGaNE Borait Sthl. 1660-3) dan

Reglement oprHet. N\ nbt . 1860:3) yang merupakan

Menurut Pasal 1868 Kltab Undang undaﬁg;IHukum Perdata, yang
selanjutnya disebut KUH Perdata, bahwa yang dimaksud dengan akta otentik
adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang
oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta

itu dibuat. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 7 UUJN, yang disebut akta

2 1bid, him. 8
% 1bid, him. 9
* Ibid



Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut
bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang.
Dalam Pasal 1 angka 7 UUJN, bentuk akta terbagi menjadi 2, yaitu:
1. Akta Relaas (akta pejabat)
Menurut A.A.Andi Prayitno, akta relaas adalah mencatat segala
peristiwva apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan dari pelaksanaan

jalannya rapat atau acara yang diliput.

ahwa. unsur-unsur akta

158 : arsecara khusus di
dalam UUJN, namus di dala r(k?knya akta relaas dapat digolongkan
menjadi tiga jenis, yang meliputi:’

a. Berita acara rapat pemegang saham dalam perseroan terbatas;
b. Akta pencatatan bundel; dan
c. Akta tentang undian.

> A.A.Andi Prayitno, Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia,
Surabaya, Putra Media Nusantara, 2010, him. 69

® G.H.S Lumbun, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta , Erlangga, 1983, him. 51

’ Salim HS, Teknik Pembuatan Akta Satu, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, him. 92



2. Akta Partij ( akta para pihak)

Menurut G.H.S Lumbun, yang dimaksud dengan akta partij atau
akta para pihak yaitu berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak
yang diceritakan di hadapan Notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian
atau keteranagan dituangkan dalam bentuk akta Notaris.®
Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi ini, meliputi:

a. Berisi uraian atau keterangan;

b AdanyaPERANERSITAS ANDAL 4 g1

c. Diceritakan di hadapan Notaris; dan

~ ~N

d. Adanya keing bentuk akta Notaris.

kta Nota au surat yang bersifat

semputna, kare kekuatan pembuktian,
yaitu: *

a. Kekuatan pemb dige bewijskracht) yang

erupakan kem k memberikan keabsahannya
Jskracht) yang

dan fakta tersebut
Ieh Notaris dari
ap, yang tercantum

suMitentukan dalam

>

C. Jatan.._pemukiian) matekily (ma erie "jskracht) yang

(s

piang Kepastian tentangsmateri stiatu akta.

Pasal 1868 KUH Perdata merupakan sumber untuk otensitas, akta
Notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris,
dengan syarat-syarat berikut:*

a. Akta itu harus dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten overstaan)
seorang pejabat umum.

b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan dalam
Undang-undang.

8 G.H.S Lumbun, Op.Cit, him.52

° Habib Adjie, Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No.30
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Bandung, Refika Aditama, 2008, him.26-17

1 Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Bandung, Refika Aditama,
2011, him.9



c. Pejabat umum oleh-atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus
mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Akta Notaris pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan
apa yang diberitahukan para pihak kepada pejabat umum (Notaris). Notaris
berkewajiban untuk memasukkan ke dalam akta tentang apa yang sungguh-
sungguh telah dimengerti sesuai dengan kehendak para pihak dan

membacakan kepada para pihak tentang isi dari akta tersebut. Pernyataan atau

keterangan para pihak terse

N VE
ewajthan untuk mencari

namun merugikan pihak lain. Namun dalam kasus ini, Notaris tidak dapat di

jatuhkan hukuman pidana, karena Notaris tidak ikut serta atau membantu
penghadap dalam memberikan atau membuat pernyataan tidak benar untuk
dimasukan kedalam akta yang dibuatnya. Notaris hanya menjalankan
tugasnya sebagai pejabat pembuat akta untuk membuatkan akta sesuai dengan

apa yang diterangkan oleh penghadap kepada Notaris.

" Habib Adjie, Op.Cit, him.45



UUJN juga tidak mengatur mengenai tanggung jawab pidana terhadap
Notaris yang aktanya mengandung keterangan yang tidak benar atau
keterangan palsu, baik dari kelalaian Notaris sendiri maupun karena
kesalahan penghadap yang tidak jujur dalam memberikan informasi sehingga

menyebabkan akta yang dibuatnya merugikan pihak lain.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk

mengangkat permasalahan terse dalam suatu penelitian dalam bentuk

E’?E@NGAN PALSU
O

RSPEKTIF UNDANG-UNDANG
~

Tesis denga

PADA AKTA NOTARIS DA

JABATANINOTARIS

Perumusan Masala

Berdasarkan uraian

DE di atas, maka ddpat dirumuskan

batasan pe asalahan da «' 1li adalah sebagai berikut:

1. Bagaima \ » / ng mengandung
keterangan palStndalam p g-undangfjabatan notaris ?

& -
2. Bagaimanakah_ be

pada pelaku yang
& N
w(‘. »

. K\ 's&NGS;
memberikan keteranga

dn-kedalam akta notaris ?
3. Bagaimanakah tanggung jawab notaris dalam menjalankan jabatannya
terhadap akta yang mengandung keterangan palsu ?
Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap akta notaris yang mengandung

keterangan palsu dalam perspektif Undang-undang jabatan notaris.



2. Untuk mengetahui apakah bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku
yang memberikan keterangan palsu untuk dimasukan kedalam akta notaris.
3. Mengetahui tanggung jawab notaris dalam menjalankan jabatannya

terhadap akta yang mengandung keterangan palsu.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini__diharapkan dapat bermanfaat dalam

“““ rikan sumbangan
pemikiran secara umum dan berguna sebagai bahan masukkan bagi
Notaris dan para calon Notaris. Tentang keterangan palsu pada akta

Notaris dalam perspektif undang-undang jabatan Notaris.



E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran informasi dan kepustakaan yang di lakukan
khususnya pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas tentang
keaslian penelitian yang akan di lakukan penulis, tentang Studi Kasus
Tentang Keterangan Palsu Pada Akta Notaris dalam Perspektif Undang-

Undang Jabatan Notaris.

dan_sepanjang pengetahuan
DALag

penulis bel
yang akan jr’t‘eliti penuli 1 enelitiaira yang di lakukan

oleh : —

1. Jenni Ramadhan, nggungjawaban Pidana

Notaris fYang Turut Sel: dak Pidana"J'emaIsuan Surat

ok

Kuasa (Studi . Dengan Rumusan

Masalah seba

a. Bagaiw ‘

pem d

b. Bagaimana akibat hukum terhadap akta jual beli yang tidak sesuai

serta melakukan

dengan keadaan yang sebenarnya?
2. Wismaleni, tahun 2018, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap
Notaris Terhadap Pemalsuan Akta Sebagaimana Telah Diputus Dalam
Putusan Pengadilan Nomor 132/Pid.B/2016/PN.Pdg”. Dengan Rumusan

Masalah sebagai berikut :



a. Bagaimana kedudukan hukum akta Notaris sebagai alat bukti dalam
proses penyelidikan?
b. Bagaimana proses penyidikan terhadap akta Notaris sebagai alat bukti
yang didalamnya terindikasi adanya unsur pidana?
Apabila dibandingkan dengan penelitian yang akan di lakukan
penulis, dalam hal ini yang akan dibahas yaitu :
1. Bagaimanakah akibat hukum terhadap akta notaris yang mengandung

-Palsy dalarpBrspektif Untiang undang-jabatan notaris ?

2. anaka i yang dijatuhkan "ké@ha pelaku yang

iki kesamaan| dan perbedaan
dengan penelitian di o S a menganalisis
tentang kee i otentik y; eterangan  palsu.
Perbedaany: Y itu pa atau mMan pelanggaran,

N

yang mana-pada penelitia ] laplah yang.melaktkan-tindak pidana.

1. Kerangka Teori
Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil
yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis
mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan

maksud menjelaskan fenomena alamiah.'? Teori diartikan juga sebagai

12 wikipedia, 2019, Teori, 21 Februari 2019, https://id.wikipedia.org/wiki/Teori, diakses
pada tanggal 3 Maret 2019



https://id.wikipedia.org/wiki/Teori

kumpulan pernyataan-pernyataan yang saling terkait untuk memprediksi
hasil dari suatu aktivitas/kegiatan tertentu.*®

Snelbecker mendefenisikan teori sebagai seperangkat proposisi

yang berinteraksi secara sintaksi (yaitu mengikuti aturan tertentu) yang

dapat dihubungkan secara logis dengan lainnya dengan data atas dasar

yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan

dan menjelaskan fenomena yang diamati. Menurut Marx dan Goodson

'E mmuﬁmmm@m '_ proposisi atau

sepera &at pfoposisi yang berkaitan dengan bebera‘fbﬁﬂ omena alamiah

yang ren

A‘lﬂ“ gan-hubungan yang dapat

dan terdiri atas rep K (
-~

L)
- g ‘ 0. ﬁbl‘!‘g» -
diamati di antar /ang dapat kur), imekanisme atau

struktur yang dic an dentikian.™

eori yang di gline penelitian ini mehggunakan teori
kepastian- 20ri kewe 2 teori tanggung jawab hukum:
a. Teori

(“Qﬂ whukum men g 2 (dua) pengertian yaitu
"

_/'BANG

pertama=adanya- dturan . yang ADgISie
JTUK\

mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan,

. fembuat individu

dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari

kesewenangan pemerintah, karena dengan adanya aturan hukum

13 A’an Efendi, Freddy Poernomo, IG. NG Indra S. Ranuh, Teori Hukum, Jakarta Timur,
Sinar Grafika, 2016, him.88

4 LexyJd.Moleong, MetodologiPenelitian kualitatif, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2013,
him 56



yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang
boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.™

Menurut Peter Mahmud Marzuki berkaitan dengan pengertian
kepastian hukum dikemukakan sebagai berikut:*°

“Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat
individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh
dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari
kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang
bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh
dibebankan atau dilaku 0 gara terhadap individu. Kepastian

\naE\RSﬂ)ﬁMﬂ AJN@;Q gl _da ndang-undang,
ga~adanya kompensasidalaiy |p i

a
parat pemeri
onsisten dan b

secara konsisten

/dl
/d
Lon'lg mengajukan 8
b‘i& : % ukum, yang apabila
t| Ier n himat ' akan g -' ' dlsebut sebagai

hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum.
Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :18

5)

1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak
berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;

2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik

3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;

> Muchtar Kusumaatmadja dan Arief B Sidharta, Pengantar llmu Hukum: Suatu
Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya IImu Hukum, Buku I, Alumni: Bandung, 2000,
him 48.

18 peter Mahmud Marzuki, Pengantar llmu Hukum, , Jakarta, Kencana Prenada Media
Grup, 2018, him.158

7 Tatiek Sri Djamiati, Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia, Surbaya, Disertasi, PPS
Unair, 2002, him.18

' 1bid



4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;

5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;

6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa
dilakukan;

7) Tidak boleh sering diubah-ubabh;

8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-
hari.

Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman
positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-

satunya sumber hukum adalah Undang-undang, sedangkan peradilan

berarti se %WERM&@S‘M“WL“R g-pada peristiwa yang

konkrit.?

~ o~

Kepa "::"t.uan hukum dengan sifatnya
hanya me 4 -.u--;'.ﬁf:vc bersifat umum. Sifat
umum  me ¢ ~hukume tidak bertujuan untuk

mewujudka di elainkan semata-mata
untuk kepastian.”’j Ke g dimaksud di sini adalah
kepastian akan bgrBagai hukum yang di 'dalamnya tidak
terkandung kekab@iran no ekosongan norma, imaupun konflik
norma, guna.. memberi pastian__bagi maSyarakat dalam

MEIa _' 1l ran ye

\\ abatannya  wajib
berpedoniany.secara pada_al ukum yang terkait
dengan segala LT\"‘.—‘& diambil " untuk kemudian
dituangkan da -'r w--. ah-akta: Bertinda berdasarkan aturan hukum
yang.‘berfake akah 1 Akbpady; pihak; “bahwa akta yang
dibuat di “had: atau “ol s-telah sesuai dengan aturan
hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta

Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.?

¥ Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum. Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2001, him. 42-43.

20 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajiana Filosofis dan Sosiologis), Toko
Gunung Agung, Jakarta, 2002, him. 85

2L Munir Fuady, Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidak berdayaan Hukum, Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 56

22 Habib Adjie, Op. Cit, him. 37



Pada penelitian ini, adanya kepastian hukum vyaitu untuk
melindungi hak-hak para pihak yang dapat dirugikan karena adanya

akta Notaris yang mengandung keterangan palsu.

b. Teori Kewenangan

Dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, kekuasaan dan
kewenangan sangatlah penting, dalam Kamus Besar Bahasa

arti hak dan

saan membuat

tindakan terter 3 i ain uk melakukan tinakan
tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan
atau tidak melakukan tindakan tertentu.

2% Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,Balai
Pusataka,Jakarta,1990,him. 1011

Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006 hlm
102



Kewenangan diperoleh oleh seseorang melalui 2 (dua) cara yaitu
dengan atribusi atau dengan pelimpahan wewenang.
1) Atribusi
Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan.
Dalam tinjauan hukum tata negara, atribusi ini ditunjukkan dalam
wewenang Yyang dimiliki oleh organ pemerintah dalam
menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang

~ kewenangan asli atas dasar konst‘ifaﬂ atau peraturan

i ini menunjuk

|
rundang-

2)!  Pelim

Pelim - sebagian dari

wewenang pejabatiatasan bawahan tersebut intuk membantu

dakil i N | bertindak

sen / untuk menunjang

kelbia.tl Ug KEtertinan Mng bertanggung

< >
& e A

anjano Jdrtentukan cara. AUS

’NTUK' U /BANCS
perundang-undangan yang berlaku. Pendapat beberapa sarjana

s> oleh peraturan
lainnya yang mengemukakan bahwa kewenangan yang diperoleh
secara atribusi itu sebagai penciptaan kewenangan (baru) oleh
pembentuk wet (wetgever) yang diberikan kepada suatu organ
negara, baik yang sudah ada maupun yang baru dibentuk untuk itu.
Tanpa membedakan secara teknis mengenai istilah wewenang dan

kewenangan, Indroharto berpendapat dalam arti yuridis : pengertian



wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan

perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.?®
c. Teori Pertanggung Jawaban Hukum

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang
menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku

yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan

ugian.dan melaksanakan pidana
DALAS
ate

[-:Menurut A eori tanég g jawab dalam
perbuatan : ort liability) dibagi menjadi beberapa

teari, yaitu:

1)} Tanggung jawaqb' ak puatan melanggar hukum yang

dilakukan dengan s intertional tort liability), tergugat

[ rupa sehingga

\"zr--.lm MEnge hhwa apa yang

Jl 103 t an.

Kb‘)JA"]AAN B\Nb-'
2) Tang hg” awab akiba t perbuz an nelanggar hukum yang

dilakukan karena kelalaian (negligence tort lilability),
didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang
berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur

(interminglend).

%% Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, him
102

%6 salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Hukum Pada Penelitian Disertasi
dan Tesis, Buku Kedua, Rajawali Pers, Jakarta, him 7

2" Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti,
2010, him 503.



3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum
tanpa mempersoalkan kesalahan (stirck liability),didasarkan
pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja,
artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab
atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Teori tanggung jawab dalam hal ini dikaitkan dengan tanggung

jawab Notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam hal pembuatan

uhkan fkepada Notaris

keterangan  jpalsu sehingga

J lain, sehingga

uK % ang —menghubungkan

antara konsep-konsep hukum yang ingin atau akan di teliti. Di dalam
penelitian ini penulis memaparkan beberapa konsep, yaitu:
a. Akibat hukum

Menurut R. Soeroso, akibat hukum dapat berwujud sebagai
berikut :?®
1) Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
2) Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum,
antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan

%8 R. Soeroso, Pengantar llmu Hukum, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2009, him. 296



kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan

kewajiban pihak yang lain.

3) Dijatunkannya sanksi apabila dilakukannya tindakan yang
melawan hukum.

Akibat hukum yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu akibat
hukum akta otentik yang mengandung Kketerangan palsu dari
pengahadap di tinjau dari UUJN dan hukum pidana.

b. AKTA NOTARIS

Istilah atau pe am bahasa Belanda disebut “acte”

Y Pasal 165 (Rbg
ng mutlak dan

otentik karena

R. Soergondo, akta otentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan
dalam bentuk hukum, oleh atau dihadapan pejabat umum, yang
berwenang untuk berbuat sedemikian itu, ditempat dimana akta itu

dibuat.*

2% sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty, 2008,
him.149
%0 R.Soegondo, Hukum Pembuktian, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 1991,him. 89



c. Keterangan Palsu

Menurut R Soesilo, supaya dapat dihukum unsur-unsur ini harus
dipenuhi:*

1) Keterangan itu harus di atas sumpah.

2) Keterangan itu harus diwajibkan menurut Undang-undang atau
menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada
keterangan itu.

3) Keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan kepalsuan ini
diketahui oleh pemberi keterangan.

Pasal 264 KUHP menyatakan:

atu negara atau

diedarkan;

2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja
memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak
sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu,

jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

31 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Dengan Komentar-
komentarnya Pasal Demi Pasal, Bogor, Politeia, 1991, him. 183



d. Penghadap

Penghadap dapat dibagi menjadi 3 janis, yaitu:

1) Penghadap yang menghadap sendiri, yaitu penghadap yang bertindak
atas nama sendiri dalam melakukan perbuatan hukum.

2) Penghadap yang menghadap berdasarkan kuasa, yaitu penghadap
yang bertindak dengan berdasarkan kuasa dari pihak lain dalam
melakukan perbuatan hukum.

U@w@ma$MAN®ALmn dar
pe g dap yang bertindak atas nama kedudu@ dan jabatannya

da dm melak

jabatannya, yaitu

G. METODE PENELITI %

Menurut Jan Gijssgl ker ya g dikutip Peter

Mahmud Marzuki menjela gn pe n hukum adalah su tu proses untuk
menemuka i | an doktrin-doktrin
hukum untuk pi2“ Oleh karena itu,

penelitian ber | secara sistematis,

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah
disebutkan di atas maka penelitian ini bersifat deskripsif analitis, yang
bisa memberikan gambaran yang luas tentang masalah yang dihadapi

dengan memaparkan objek yang diteliti, yaitu analisis mengenai akta

%2 1bid., HIm. 29.
%% Zzainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta ,Cetakan Keempat, Sinar Grafika,
2013, him.17



otentik yang mengandung keterangan palsu dari penghadap yang

dikaitkan dengan teori hukum terhadap akta tersebut.

Bentuk dan Metode Pendekatan Masalah

Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode
yang mengkaji perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi
yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini

metode pendekatan penelitian_digunakan untuk menganalisis tentang

ini adalah

suatu penelitian

uridis normatif,

undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang
sedang ditangani. Dalam penelitian ini, dilakukan pendekatan
terhadap Undang-undang Jabatan Notaris dan Undang-undang

Hukum Pidana.



b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada
kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-
kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh
putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji

pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk

sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

¢) Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata

d) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

e) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

3 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Cetakan Kesatu,
Citra Aditya Bakti, 2004, him. 67



f) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun
2004 Tentang Jabatan Notaris.
g) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI)
2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan terhadap bahan hukum primer antara lain karya dari

kalangan hukum, teori-teori dan pendapat para ahli, bahan

g, engangnasalah yang di
iti

dan sumber dari internet.®

~ o~ — .
3) \Bahan h tu” petunjuks atau penjelasan mengenai
~
_ -~
bahan ahan hukum sekunder yang berasal

N AN

dari ka abar, dan sebagainya.

b. Penelitian  lapan@a esearch)  merupakan  metode

diflak dan instansi
ata primer yang
0 aMder.

>

\

4. Pengolat

il Pafe) AJA A N

PO .
Data yang telah dlkumpulkan diolah dengan proses editing

/B \Nb

sehingga dapat disusun secara sistematis dan mempermudah membuat
kesimpulan. Selanjutnya penulis melakukan analisis kualitatif yaitu
dengan menilai berdasarkan peraturan Perundang-Undangan, teori dan
logika untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban hukum terhadap

rumusan masalah.

% suratman dan Philips Dillah. Metode Penelitian Hukum, Bandung , CV. Alfabeta,
,2012. him.115.



